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ABSTRAK 
Muhammad Imran. I 311 08 298. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan 
Perda no. 12 Tahun 2010 oleh UD. Rahma di Kecamatan Bantimurung Kabupaten 
Maros. Dibawah Bimbingan : Dr. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt, M.Si, sebagai 
pembimbing Utama dan Ir.Veronica Sri Lestari, M.Ec, sebagai Pembimbing 
Anggota. 
 
Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2010 
Oleh UD. Rahma di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Penelitian ini 
telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2013 bertempat di Desa 
Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Dengan Pertimbangan 
ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan perda oleh 
UD. Rahma apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai pelaksanaannya. 
Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap keberadaan UD. Rahma 
ini karena selain mereka merasa terganggu dari keberadaannya maupun limbah 
kotoran yang ditimbulakan, namun mereka sekaligus merasakan dampak positif 
dari keberadaan UD. Rahma ini karena mereka juga terlibat dalam aktifitas 
peternakan ini sebagai tenaga kerjanya. Karena itu kita bisa melihat Persepsi 
Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2010 Oleh UD. Rahma di 
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Analisa yang digunakan untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan perda adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan pengelompokkan, penyederhanaan dan penyajian 
data. Hasil penelitian pada Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 
12 Tahun 2010 Oleh UD. Rahma adalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap 
limbah kotoran dilihat dari perda pasal 2, usaha sapi potong UD. Rahma cukup 
terganggu. Kemudian dari Penerapan Tentang perda No.12 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Ternak yaitu pada pasal 3 Ayat (1) dan (2) sudah 
dilaksanakan oleh usaha sapi potong UD. Rahma   
Kata Kunci: Pesepsi Masyarakat, Perda No.12 tahun 2010 
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ABSTRACT 
Muhammad Imran. I 311 08 298. Public Perception Toward Implementing Law 
Regulation No. 12 In 2010 By UD. Rahma in District Bantimurung Maros. Under 
supervised by : Dr. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt, M.Si, and Ir.Veronica sri 
Lestari, M.Ec. 
 
Public Perception Toward Implementing Law Regulation No. 12 In 2010 
By UD. Rahma in District Bantimurung Maros. This study was carried out from 
January to April 2013 held at the Village Alatengae Bantimurung Maros district. 
With considerations like to see how the public perception of the implementation 
of the law regulations by UD. Rahma whether it is appropriate or is not 
appropriate implementation. Communities have a different perception of the 
existence of UD. Rahma is because in addition to their being distracted from its 
existence and sewage are evoked, but they once felt the positive impact of the 
presence of UD. Rahma is because they are also involved in farming activities as 
its workforce. Therefore we can see the Public Perception Toward Implementing 
Law Regulation No.12 in 2010 By UD. Rahma in District Bantimurung Maros. 
Analysis used to determine the public perception of the implementation of the 
regulations is a descriptive analysis using clustering, simplification and 
presentation of data. Results for the Public Perception Toward Implementation 
Law Regulation No. 12 in 2010 By UD. Rahma is Based on the research that has 
been done, it can be concluded that the public perception of the views of sewage 
regulations chapter 2, UD. Rahma beef cattle business quite disturbed. Then of 
Application On regulation 12 in 2010 on the Livestock Provisions in Article 3 
paragraph (1) and (2) has been carried out by the beef cattle business UD. Rahma 
Keywords: Public Perception, Law Regulation No.12 in 2010 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan 
pertanian memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akan protein hewani. 
Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa (BPS, 2010), tentu saja 
memerlukan pemenuhan kebutuhan makanan yang besar. Salah satunya adalah 
kebutuhan akan protein hewani yang dapat diperoleh dari daging, telur, dan susu. 
Sapi potong merupakan salah satu ternak yang dapat diandalkan sebagai 
penyedia daging. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat menguntungkan 
bagi peternak apabila bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Selain itu, 
pemenuhan protein hewani bisa meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat untuk 
meningkatkan kecerdasan. Upaya meningkatkan konsumsi protein hewani bagi 
masyarakat berarti juga harus meningkatkan produksi bahan pangan asal ternak. 
Pada akhirnya, hal tersebut berarti upaya peningkatan produksi ternak (Rianto, 
2009). 
Pengembangan subsektor peternakan khususnya ternak sapi potong 
memiliki arti yang sangat strategis dan berperan penting dalam struktur 
perekonomian daerah. Ternak sapi dalam tatanan kehidupan rakyat Indonesia 
memiliki fungsi sosial dan ekonomi, karena dapat digunakan sebagai tenaga kerja 
pengolah lahan pertanian, sumber uang tunai, sumber pendapatan, upacara 
keagamaan, cendera mata, sumber pupuk organik, tenaga kerja dan dapat 
menaikkan status sosial pada komunitas tertentu, dapat diperjualbelikan pada saat 
dibutuhkan dan berfungsi sebagai tabungan masa depan masyarakat petani 
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peternak (Soedjana, 2005).        
 Di Kecamatan Bantimurung terdapat usaha peternakan UD. Rahma dengan 
populasi sapi kurang lebih 500 ekor yang terletak di pinggir jalan raya. Walaupun 
lokasinya strategis, akan tetapi berpotensi menimbulkan keresahan karena berada 
di tengah pemukiman penduduk yaitu di Dusun Pakalli Desa Alatengae. 
Disamping itu, ternak tersebut berkeliaran di jalanan yang bisa saja menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas. 
Berdasarkan keterangan penduduk sekitar, UD. Rahma tersebut pada 
awalnya hanya berupa peternakan dalam usaha kecil dan tidak berada di Dusun 
Pakalli. Seiring dengan berjalannya waktu, peternakan tersebut kemudian 
dipindahkan lokasinya dan terus berkembang menjadi skala usaha yang lumayan 
besar. Akan tetapi, lokasi yang menjadi tempat pindahnya peternakan ini berada di 
tengah pemukiman dan sekaligus berada di pinggir jalan raya. Sedangkan  
menurut  Sihombing (2000) semakin dekat jarak rumah dengan peternakan, maka 
semakin terasa juga dampaknya, dan dipengaruhi juga dengan banyaknya jumlah 
ternak. Berarti peternakan tersebut kurang memenuhi persyaratan yang  dimaksud, 
dimana kandang harus cukup jauh jaraknya dari pemukiman, minimal 250 meter. 
Lokasi peternakan juga seharusnya tidak berada di pinggiran jalan raya 
karena berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini tentunya 
bertentangan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yaitu pada pasal 29 Ayat (4) bahwa peternak, perusahaan 
peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha 
tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak 
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mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
menteri. Kegiatan yang “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan 
budidaya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau 
kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus 
memenuhi ketentuan undang-undang gangguan (Hinder Ordonnantie). 
Pemerintah setempat juga mengatur dalam Perda No. 12 Tahun 2010 
mengenai pemeliharaan ternak yaitu pada pasal 3 Ayat (1) bahwa pemilik ternak 
diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya pada tempat tertentu dan 
tidak boleh melepaskan secara bebas berkeliaran dan tidak mengganggu 
kepentingan ketertiban umum dan pada ayat (2) yaitu setiap pemilik ternak wajib 
menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan dan ketertiban ternak.  
Dalam pengolahan limbah ternak dari usaha sapi potong , pemerintah 
daerah setempat juga mengatur pada pasal 2 yaitu pemeliharaan ternak harus 
dapat diurus dan diawasi oleh pemiliknya agar tidak mengganggu lingkungan 
sekitarnya dan keselamatan ternak. 
 Keberadaan usaha sapi potong UD. Rahma yang berada di Dusun Pakalli 
ini akan berdampak bagi warga yang berada di sekitarnya, baik itu dilihat dari 
dampak positif maupun dampak negatif dari keberadaannya. Hal inilah yang akan 
menimbulkan berbagai macam persepsi dari warga yang bermukim di sekitar UD. 
Rahma. 
Persepsi pada hakikatnya merupakan aktivitas mengindera, 
mengintegrasikan, dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun 
obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulasi fisik dan 
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stimulasi sosial yang ada dilingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan 
diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, baik hal itu 
berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain (Sunarto, 2006). 
Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang “Persepsi 
Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 Oleh UD. Rahma di 
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros”. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan 
masalah sebagai berikut : 
Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No.12 Tahun 
2010 oleh UD. Rahma di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 oleh UD.Rahma di 
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. 
1.4.   Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai persepsi 
masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 oleh UD. 
Rahma di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. 
2. Sebagai bahan informasi dan kajian bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam pengelolaan peternakan sapi potong.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.  Tinjauan Umum Sapi Potong 
 Sapi potong merupakan sapi yang tujuan pengembangbiakannya adalah 
sebagai sapi pedaging, yang artinya kebutuhan akan dagingnya merupakan 
kebutuhan utama dalam pembiakannya. Salah satu jenis yang populer di Negara 
kita adalah Bos Sondaicus (Bos bibos). Golongan ini merupakan sumber asli 
bangsa-bangsa sapi Indonesia. Sapi yang kini ada merupakan keturunan banteng 
(Bos bibos), dewasa ini kita kenal dengan nama sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa, 
sapi Sumetera, dan sapi lokal lainnya (Sugeng, 2006).  
 Sapi potong merupakan salah satu penghasil daging di Indonesia. Namun, 
produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan kerena 
populasi dan tingkat produktifitas ternak rendah (Isbandi, 2004). 
Sapi potong dalam penyebarannya di Negara kita belum merata. Ada 
beberapa daerah yang sangat padat, ada yang sedang, tetapi ada yang sangat 
jarang atau terbatas populasinya. Tentu saja hal ini ada beberapa faktor penyebab, 
antara lain faktor pertanian dan kepadatan penduduk , iklim dan daya aklimatisasi, 
serta adat istiadat agama (Sugeng, 2006). 
Pembangunan peternakan terutama pengembangan sapi potong perlu 
dilakukan melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, dan professional 
dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. 
Selain itu, pengembangan usaha sapi potong hendaknya didukung oleh industry 
pakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan spesifik lokasi melalui 
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pola yang terintegrasi. Untuk memenuhi kecukupan pangan, terutama protein 
hewani, pengembangan peternakan yang terintegrasi merupakan salah satu pilar 
pembangunan sosial ekonomi. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya 
peternakan yang seimbang merupakan cetak biru (blue print) pengembangan 
peternakan di masa mendatang (Riady, 2004).  
Ditinjau dari sisi potensi yang ada, Indonesia selayaknya mampu 
memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dan berpotensi menjadi pengekspor 
produk peternakan. Hal tersebut dimungkinkan karena didukung oleh ketersediaan 
sumber daya ternak dan peternak, lahan dengan berbagai jenis tanaman pakan, 
produk sampingan industri pertanian sebagai sumber pakan, serta ketersediaan 
inovasi teknologi. Jika potensi lahan yang ada dapat dimanfaatkan 50% saja maka 
jumlah ternak yang dapat ditampung mencapai 29 juta satuan ternak (ST). Belum 
lagi kalau padang rumput alam yang ada diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya 
dengan menggunakan rumput unggul sehingga daya tampungnya meningkat 
secara nyata (Bamualim et al., 2008). 
  Faktor pendorong pengembangan sapi potong adalah permintaan pasar 
terhadap daging sapi makin meningkat, ketersediaan tenaga kerja besar, adanya 
kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pengembangan sapi potong, hijauan 
pakan dan limbah pertanian tersedia sepanjang tahun, dan usaha peternakan sapi 
lokal tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi global (Kariyasa, 2005). 
Untuk menjamin mutu produksi yang sesuai dengan permintaan konsumen 
diperlukan bibit ternak yang bermutu pula. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan 
mengenai Standar Mutu atau kualitas bibit ternak yang diproduksinya. Pengaturan 
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ke arah ini ditempuh melalui Standar Pertanian Indonesia khususnya Standar 
Pertanian Indonesia Bidang Peternakan (SPINAK). Tujuan utama Standarisasi 
Pertanian adalah untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian Indonesia di 
pasaran dalam dan luar negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan 
devisa Negara dan pendapatan petani/peternak (Ditjen Peternakan, 1991). 
 Keberhasilan program pengembangan usaha sapi potong bergantung pada 
dukungan dan kerja sama berbagai pihak secara lintas sektoral. Selain itu, 
dukungan SDM yang memadai merupakan prasyarat untuk memacu penerapan 
teknologi adaptif mulai dari tingkat aparat pelaksana sampai di lapangan 
(peternakan rakyat). Usaha ternak sapi potong rakyat hendaknya mulai diarahkan 
ke usaha komersial, bukan lagi sebagai hobi atau tabungan, karena peternakan 
rakyat akan menjadi tulang punggung keberhasilan program kecukupan daging 
(Tawaf dan Kuswaryan, 2006).  
Indonesia memiliki tiga pola pengembangan sapi potong, pola pertama 
adalah pengembangan sapi potong yang tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan usaha pertanian, terutama sawah dan ladang. Pola kedua adalah 
pengembangan sapi terkait dengan pengembangan usaha pertanian. Pola ketiga 
adalah pengembangan usaha penggemukan (fattening) sebagai usaha padat modal 
dan berskala besar, meskipun kegiatan masih terbatas pada pembesaran sapi 
bakalan menjadi sapi siap potong (Yusdja dan Ilham, 2004). 
 Alasan pentingnya peningkatan populasi sapi potong dalam upaya 
swasembada daging antara lain adalah:1) subsektor peternakan berpotensi sebagai 
sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian, 2) rumah tangga yang terlibat 
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langsung  dalam usaha peternakan terus bertambah, 3) tersebarnya sentra produksi 
sapi potong di berbagai daerah, sedangkan sentra produksi terpusat di perkotaan 
sehingga mampu menggerakkan perekonomian regional, dan 4) mendukung upaya 
ketahanan pangan, baik sebagai penyedia bahan pangan maupun sebagai sumber 
pendapatan yang keduanya berperan meningkatkan ketersediaan dan aksesbilitas 
pangan (Kariyasa, 2005). 
 Upaya pengembangan sapi potong telah lama dilakukan oleh pemerintah. 
Nasoetion dalam Winarso et al,. (2005) menyatakan bahwa dalam upaya 
pengembangan sapi potong, pemerintah menempuh dua kebijakan, yaitu 
ekstensifikasi dan intensifikasi. Pengembangan sapi potong secara ekstensifikasi 
menitikberatkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan 
dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan dan 
pembinaan usaha, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan 
dan pemasaran. 
2.2.  Tata Letak Kandang Sapi Potong 
 Kandang merupakan faktor yang sangat penting dalam peternakan sapi 
potong karena dilihat dari fungsinya yaitu untuk melindungi hewan ternak dari 
cuaca. Kandang merupakan suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat 
tinggal hewan. Namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak 
mengganggu masyarakat yang berada di sekitar peternakan. Hal ini tentunya 
sudah diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yaitu pada pasal 29 Ayat (4) bahwa peternak, perusahaan 
peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha 
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tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak 
mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
menteri. Kegiatan yang “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan 
budidaya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau 
kepercayaan serta system nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti 
harus memenuhi ketentuan undang-undang gangguan (Hinder Ordonnantie). 
Pemerintah setempat juga mengatur dalam Perda No. 12 Tahun 2010 
mengenai pemeliharaan ternak yaitu pada pasal 3 Ayat (1) bahwa pemilik ternak 
diwajibkan mengurus dan mengembalakan ternaknya pada tempat tertentu dan 
tidak boleh melepaskan secara bebas berkeliaran dan tidak mengganggu 
kepentingan ketertiban umum dan pada ayat (2) yaitu setiap pemilik ternak wajib 
menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan dan ketertiban ternak. 
Kandang sebagai tempat tinggal ternak sepanjang waktu harus 
diperhatikan oleh peternak.  Peternak harus sadar bahwa kehidupan ternak 
sepenuhnya berada dibawah pengawasan manusia, dan segala kebutuhan hidup 
mereka juga dibawah pengaturan dan tanggung jawab peternak itu sendiri. 
Bangunan kandang sebagai salah satu faktor lingkungan hidup ternak harus bisa 
memberikan jaminan hidup yang sehat dan nyaman, sesuai dengan tuntutan hidup 
mereka. Jadi bangunan kandang diupayakan pertama-tama adalah untuk 
melindungi ternak dari gangguan luar yang merugikan, baik terhadap sengatan 
terik matahari, kedinginan, kehujanan, tiupan angin kencang dan lain-lain.  Selain 
itu, kandang yang dibangun  harus bisa menunjang peternak, baik dalam segi 
ekonomis maupun segi kemudahan dalam pelayanan. Dengan demikian 
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diharapkan bahwa dengan adanya bangunan kandang ini ternak tidak berkeliaran 
di sembarang tempat dan kotorannya pun dapat dimanfaatkan seefisien mungkin 
(Anonim, 2012). 
Pembangunan usaha peternakan itu sendiri juga harus sesuai dengan 
AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), dimana amdal merupakan 
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dampak besar dan 
penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, wajib menyusun AMDAL dan 
dinilai oleh Komisi Penting AMDAL. Pelaksanaan tentang analisis mengenai 
dampak lingkungan  secara nasional diatur berdasarakan peraturan pemerintah 
Nomor 27 Th 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Kartakusuma, 2004). 
Menurut Direktorat Bina Produksi Dirjen  Peternakan (1991), standar 
pembuatan kandang harus menurut ketentuan sebagai berikut : 
a. Tidak berdekatan dengan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, 
puskesmas  
b. Perlu mendapatkan persetujuan tetangga 
c. Letak kandang terpisah, di belakang rumah 
d. Drainase baik, tersedia cukup air 
e. Ketinggian lantai 20 cm sampai 30 cm dari tanah sekitar 
f. Memungkinkan perluasan sampai sejumlah pemilikan lima ekor. 
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Dalam pembuatan kandang, faktor lingkungan hendaknya memperoleh 
perhatian utama.  Adapun faktor lingkungan yang dimaksud adalah : 
1. Lingkungan fisik seperti cahaya. Bunyi dll. 
2. lingkungan sosial seperti populasi ternak tiap kandang/pen, tingkah laku 
hewan beserta ciri-ciri khususnya, rumah penduduk dll 
3. lingkungan ternak seperti suhu udara, kelembaban, angin, radiasi matahari 
dll 
Lokasi untuk mendirikan bangunan kandang harus memenuhi persyaratan– 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Memenuhi persyaratan peraturan pemerintah atau peraturan daerah 
setempat 
2. Terdapat sumber air 
3. Mudah mencapai daerah pemasaran dan dekat dengan tenaga kerja 
4. Mendukung iklim mikro ternak seperti suhu dan  kelembaban 
5. Kemiringan tanah yang ideal 2o-6o 
6. Jarak dari pemukiman penduduk cukup jauh (minimal 250 m untuk sapi 
potong) 
7. Drainase di sekitar kandang cukup baik 
2.3 Limbah 
Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan 
seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk 
ternak, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair 
seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, 
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tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain. Semakin berkembangnya usaha 
peternakan, limbah yang dihasilkan semakin meningkat (Sihombing, 2000). 
Menurut Emawati (2010) Limbah sapi potong adalah : 
- Sisa buangan dari suatu kegiatan usaha pemeliharaan sapi potong maupun 
sisa buangan rumah potong hewan. 
- Limbah sapi potong meliputi limbah padat (feses, sisa-sisa pakan) dan 
limbah cair (urin).  
Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari spesies ternak, 
besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang. Kotoran sapi yang terdiri dari feses 
dan urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar 
manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau kambing, dan 
domba. Umumnya setiap kilogram susu yang dihasilkan ternak perah 
menghasilkan 2 kg limbah padat (feses), dan setiap kilogram daging sapi 
menghasilkan 25 kg feses (Sihombing, 2000). 
Selain menghasilkan feses dan urine, dari proses pencernaan ternak 
ruminansia menghasilkan gas metan (CH4) yang cukup tinggi. Gas metan ini 
adalah salah satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan 
perusakan ozon, dengan laju 1 % per tahun dan terus meningkat (Suryahadi dkk., 
2002). 
 Hasil penelitian Wibowomoekti (1997) dari limbah cair Rumah 
Pemotongan Hewan Cakung, Jakarta yang dialirkan ke sungai Buaran 
mengakibatkan kualitas air menurun, yang disebabkan oleh kandungan sulfida dan 
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amoniak bebas di atas kadar maksimum kriteria kualitas air. Selain itu adanya 
Salmonella sp. yang membahayakan kesehatan manusia.     
2.4 Usaha Dagang 
Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang 
(UD), merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya 
hanya satu orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang yang 
memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan 
dan yurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu 
undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang, Namun dalam 
praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya (Anonim, 2012).  
  Tata cara pendirian usaha dagang ini sangat sederhana, tidak ada 
keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Dalam pendiriannya 
diserahkan kepada pengusahanya, mau didirikan secara lisan, dibawah tangan, 
atau dengan akta notaris (Anonim, 2012).  
  Adapun kewajiban hukum yang harus dilakukan pengusaha supaya dapat 
beroperasi dilapangan adalah sebagai berikut :  
- Memperoleh tanda daftar perusahaan (TDP) pada departemen perindustrian dan 
perdagangan (dalam hal ini untuk perusahaan dagang, boleh di daftarkan boleh 
juga tidak). 
- Memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha industry, 
sesuai dengan bidang usahanya pada departemen perindustrian dan perdagangan. 
- Memperoleh surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat. 
- Memperoleh izin berdasarkan UU gangguan. Misalkan dari hasil studi analisa 
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dampak lingkungan, perusahaan dapat beroperasi atau tidak di lingkungan 
tersebut. 
  Tanggung jawab Perusahaan dagang adalah :  
  Perusahaan yang mendirikan usaha dagang bertanggung jawab secara 
pribadi terhadap segala resiko usaha & terhadap pihak kreditur perusahaa. 
Tanggung jawabnya melekat dengan seluruh kekayaan atau hak milik pribadi, 
yang ada pada pengusaha, tidak ada pemisah antara harta perusahaan dengan harta 
kekayaan pribadi (pasal 1131 KUHPDT) (Anonim, 2012). 
2.5 Persepsi, Sikap dan Perilaku  
Sunarto (2006:49) mengemukakan bahwa ada tiga konsep yang 
berhubungan dengan pemrosesan informasi konsumen yaitu : refleks orientasi 
(Orientasi reflex), adaptasi (adaption) dan persepsi (perception). Persepsi adalah 
dimana individu di ekspor untuk menerima informasi melalui panca inderanya.  
 Menurut Rakhmat (2005) persepsi adalah pengalaman tentang obyek 
peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi 
inderawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi juga atensi, motivasi dan memori. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi berasal dari 
lingkungan yang kemudian diterima oleh panca indera manusia kemudian 
diproses dalam pikiran yang dipengaruhi oleh sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi 
dan memori sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari informasi yang 
diperoleh tersebut. Persepsi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
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adalah persepsi beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat 
lainnya dalam wilayah yang sama. 
Persepsi   merupakan   pengalaman   mengenai   objek,   peristiwa,   atau   
hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan yang 
melibatkan sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi dan memori (Rakhmat dalam 
Setia Budi, 2005). Terkait dengan kondisi bermasyarakat, persepsi adalah proses 
penilaian seseorang/sekelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus 
dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek 
tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut 
(Mahmud, 1989). 
Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan 
dalam tatanan sosial masyarakat. Lebih lanjut adalah pendapat  yang dikemukakan 
oleh Ralph Linton dalam Harsojo (1997) bahwa masyarakat adalah setiap 
kelompok manusia   yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga 
mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai 
kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.  
Proses pembentukkan persepsi bersifat fungsional dimana seseorang  
mempersiapkan stimulus melalui proses pemilihan. Terdapat faktor personal dan 
struktural yang berhubungan dengan persepsi. Faktor personal merupakan 
karakteristik individu baik internal maupun eksternal (Krech dan Crutchfield 
dalam Rakhmat, 2001). Persepsi sendiri merupakan proses internal yang 
memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan 
dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi   
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disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak 
mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita 
memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat   
kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka     
berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk 
kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2001).  
Robbins (2001), mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang   dapat 
mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu : 
1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba 
menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi 
oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu  
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati  
dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang 
dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar  belakangnya 
mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan 
benda-benda yang berdekatan atau yang mirip  
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa  
sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. 
Secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dikemukakan oleh 
Thoha (1983) bahwa ada empat karakteristik dari faktor pribadi dan sosial yang 
dapat mempengaruhi persepsi seseorang yaitu : 
1. Faktor ciri khas dari obyek rangsangan yang terdiri dari : 
a. Nilai, yaitu ciri-ciri dari stimulus (rangsangan). 
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b. Arti emosional, yaitu sampai beberapa jauh stimulus tertentu merupakan 
sesuatu yang mempengaruhi persepsi individu yang bersangkutan.  
c. Familiaritas, yaitu pengenalan yang berkali-kali dari suatu stimulus yang 
mengakibatkan stimulus tersebut dipersepsi lebih akurat. 
d. Intensitas, yaitu derajat kesadaran seseorang mengenai stimulus tersebut. 
2. Faktor pribadi termasuk dalam ciri khas individu seperti tingkat kesadaran, 
minat, emosional, dan lain-lain. 
3. Faktor pengaruh kelompok, dimana dalam suatu kelompok manusia, respon 
orang lain akan memberi arah terhadap tingkah laku seseorang. 
4. Faktor latar belakang kultural : orang dapat memberikan persepsi berbeda 
terhadap subyek yang sama karena latar belakang kultural berbeda.  
 Persepsi ditentukan oleh factor personal dan faktor situasional (Rakhmat, 
2005). Krech dalam Rakhmat (2005) menyebutnya faktor fungsional dan  faktor 
struktural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
1. Faktor fungsional: faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman 
masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. 
Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik 
orang yang memberikan stimulti tersebut. 
2. Faktor struktural: faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek 
efek saraf yang ditimbulkannya pada system saraf individu. 
Selain faktor kebutuhan di atas, Leavitt (1978) juga menyatakan bahwa 
cara individu melihat dunia adalah berasal dari kelompoknya serta 
keanggotaannya dalam masyarakat. Artinya, terdapat pengaruh lingkungan 
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terhadap cara individu melihat dunia yang dapat dikatakan sebagai tekanan-
tekanan sosial.  
Sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan 
orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak 
sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu. Seseorang pun dapat 
menjadi ambivalen terhadap suatu target, yang berarti ia terus mengalami bias 
positif dan negatif terhadap sikap tertentu. Sikap muncul dari berbagai bentuk 
penilaian. Sikap dikembangkan dalam tiga model, yaitu afeksi, kecenderungan 
perilaku, dan kognisi. Respon afektif adalah respon fisiologis yang 
mengekspresikan kesukaan individu pada sesuatu. Kecenderungan perilaku adalah 
indikasi verbal dari maksud seorang individu. Respon kognitif adalah 
pengevaluasian secara kognitif terhadap suatu objek sikap. Kebanyakan sikap 
individu adalah hasil belajar sosial dari lingkungannya (Anonim,2012).  
Bisa terdapat kaitan antara sikap dan perilaku seseorang walaupun 
tergantung pada faktor lain, yang kadang bersifat irasional. Sebagai contoh, 
seseorang yang menganggap penting transfusi darah belum tentu mendonorkan 
darahnya. Hal ini masuk akal bila orang tersebut takut melihat darah, yang akan 
menjelaskan irasionalitas tadi. Sikap dapat mengalami perubahan sebagai akibat 
dari pengalaman. Tesser (1993) berargumen bahwa faktor bawaan dapat 
mempengaruhi sikap tapi secara tidak langsung. Sebagai contoh, bila seseorang 
terlahir dengan kecenderungan menjadi ekstrovert, maka sikapnya terhadap suatu 
jenis musik akan terpengaruhi. Sikap seseorang juga dapat berubah akibat 
bujukan. Hal ini bisa terlihat saat iklan atau kampanye mempengaruhi seseorang. 
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Rahayuningsih (2008) menyatakan bahwa sikap (Attitude) adalah:   
1. Berorientasi kepada respon : sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu  
perasaan mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak 
mendukung . (Unfavourable)  pada suatu objek.                
2. Berorientasi kepada kesiapan respon : sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 
terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu 
stimulus yang menghendaki adanya respon.: suatu pola perilaku, tendensi atau 
kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah 
terkondisikan.     
3. Berorientasi kepada skema triadic : sikap merupakan konstelasi komponen-
komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam 
memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan 
sekitarnya.  
Menurut Anonim (2012) dalam Diktat pada mata kuliah Psikologi Umum 
Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia, Perilaku adalah segenap manifestasi hayati 
individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling 
nampak sampai yang tidak tampak, dari yang paling dirasakan sampai yang paling 
tidak dirasakan .Tingkah Laku dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda, 
dalam psikologi sedikitnya ada 5 cara pendekatan,yaitu :     
1. Pendekatan neurobiologis    
Tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan 
sistem syaraf. Pendekatan neurobiologis berupaya mengaitkan perilaku yang 
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terlihat dengan impuls listrik dan kimia yang terjadi didalam tubuh serta 
menentukan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan proses mental. 
2. Pendekatan perilaku  
Menurut pendekatan perilaku, pada dasarnya tingkah laku adalah respon 
atas stimulus yang datang. Secara sederhana dapat digambarkan dalam model S - 
R atau suatu kaitan Stimulus - Respon. Ini berarti tingkah laku itu seperti reflek 
tanpa kerja mental sama sekali. Pendekatan ini dipelopori oleh J.B. Watson 
kemudian dikembangkan oleh banyak ahli, seperti B.F.Skinner, dan melahirkan 
banyak sub-aliran.  
3.Pendekatan kognitif  
Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses 
mental, dimana individu (organisme) aktif dalam menangkap, menilai, 
membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu 
menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atas 
stimulus yang datang.  
4.Pendekatan psikoanalisa  
Pendekatan psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ia meyakini 
bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar. 
Sehingga tingkah laku banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti 
keinginan, impuls, atau dorongan. Keinginan atau dorongan yang ditekan akan 
tetap hidup dalam alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk 
dipuaskan. 
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5. Pendekatan fenomenologi  
Pendekatan fenomenologi ini lebih memperhatikan pada pengalaman 
subyektif individu karena itu tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan 
individu terhadap diri dan dunianya, konsep tentang dirinya, harga dirinya dan 
segala hal yang menyangkut kesadaran atau aktualisasi dirinya. Ini berarti melihat 
tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Januari sampai 
dengan April 2013 di UD. Rahma, Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan 
Bantimurung Kabupaten Maros dengan alasan karena di Kecamatan Bantimurung 
terdapat peternakan sapi potong yang berada di tengah pemukiman penduduk dan 
juga terletak di tepi jalan raya yang berpotensi menimbulkan keresahan baik itu 
dari segi pengolahan limbah kotoran ternak maupun dari segi keamanan pengguna 
jalan. 
3.2  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 
menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan usaha sapi potong. Pada penelitian ini metode 
yang digunakan yaitu metode survey, yaitu dengan melakukan pendekatan 
langsung kepada masyarakat di sekitar peternakan sapi potong UD. Rahma di 
Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung. 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Data kualitatif yaitu data-data yang berbentuk pernyataan/kalimat yang 
menggambarkan peternakan sapi potong yang diamati. Berhubung jenis penelitian 
kuantitatif, maka data yang sifatnya kualitatif akan diubah menjadi kuantitatif 
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melalui pengukuran skala likert dengan pemberian bobot/nilai. Adapun jenis data 
(variabel) penelitian dapat dilihat pada tabel 1 
Tabel 1. Kisi-kisi Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan  
Usaha Sapi Potong. 
 
No  Variabel Sub Variabel Indikator Pengukuran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Persepsi 
masyarakat 
a. Pelaksanaan 
Perda (Pasal 3 
ayat 1 dan 2) 
 
 
 
b. Limbah 
(berdasarkan 
perda pasal 2) 
• Pemilik Ternak Menggembalakan 
Ternaknya Pada Tempat Tertentu  
•  Pemilik Ternak Menyediakan 
Kandang Yang Memenuhi Syarat 
Ketertiban Ternak 
 
• Terganggu/bau yang terus 
menerus 
• Cukup terganggu/bau yang 
kadang kala tercium, kadang kala 
tidak 
• Tidak terganggu/bau yang tidak 
tercium 
• Kebersihan  
 
 Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara langsung 
dengan masyarakat di Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan 
Bantimurung Kabupaten Maros yang berlokasi 250 m dari usaha sapi potong 
UD.Rahma dengan menggunakan kuisioner. 
b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumen, buku serta laporan-
laporan yang berkaitan dengan penelitian yaitu keadaan umum wilayah 
penelitian. 
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3.4  Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan masyarakat yang tinggal berdekatan dan mengetahui 
keberadaan usaha sapi potong UD. Rahma  yang berada di Dusun Pakalli Desa 
Alatengae Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pada penelitian ini 
populasi diambil dari masyarakat yang berada pada radius 250 m dari sekitar 
peternakan UD.Rahma di Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung 
Kabupaten Maros, adapun jumlah total  populasi masyarakat yang bermukim pada 
jarak 250 m dari peternakan tersebut sebanyak 300 orang.  
 Berhubung karena jumlah populasi yang cukup besar yaitu 300 orang, 
maka dilakukan pengambilan sampel. Untuk menentukan besarnya ukuran sampel 
maka dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif berdasarkan  rumus 
Slovin menurut Umar (2003) sebagai berikut : 
Dimana : n = Jumlah sampel 
    N = Jumlah populasi 
               e = Tingkat kelonggaran (15%) 
Tingkat kelonggaran 15 % digunakan dengan dasar jumlah tidak lebih dari 
2000 populasi (Sugiyono, 2003). 
n = 

()
 
Sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu : 
n = 
		
		(
%)
 
n = 
		
		(	,
)
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n = 
		
,

 
n = 
		
,

 
n =  38,7 = 39 
Dengan adanya jumlah sampel yang telah ditemukan yaitu 39 orang, maka 
teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara purposive sampling yaitu 
pengambilan sampel berdasarkan arah mata angin : utara, timur, selatan dan barat 
dari usaha peternakan tersebut. 
3.5  Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi yaitu pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan 
langsung terhadap kondisi lokasi penelitian dan masyarakat sekitar usaha sapi 
potong di Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten 
Maros. 
2. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak masyarakat 
mengenai variabel-variabel penelitian dan menggunakan bantuan kuisioner. 
3. Studi Kepustakaan yaitu berdasarkan beberapa buku sebagai literatur dan 
landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.  
 3.6  Analisa Data 
Analisa data yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan usaha sapi potong UD.Rahma adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan skala likert (Sugiyono, 2006). 
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Menurut Riduwan (2005), skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, 
sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 
sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian 
sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur.  
Untuk mempermudah pengukuran, maka dilakukan pengumpulkan data, 
mengelompokkan data, pengolahan data, kemudian menginterpretasikan. 
Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Statistik Deskriptif yaitu Tabel 
Distribusi Frekuensi yang berfungsi untuk menggambarkan variabel penelitian. 
Untuk mengukur indikator persepsi masyarakat terhadap usaha sapi potong 
UD. Rahma secara totalitas (100%), maka dilakukan secara kontinum melalui 
bobot nilai tertinggi dan terendah yang dikalikan dengan jumlah responden. 
3.7  Konsep Operasional  
a) Masyarakat adalah orang yang bertempat tinggal sekitar 250 m dari 
peternakan sapi potong dan merasakan dampaknya tentang keberadaan 
peternakan sapi potong yang berada di Dusun Pakalli Desa Alatengae 
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 
b) Peternakan  sapi potong  adalah   suatu   usaha   peternakan   sapi potong  
yang  dijalankan  oleh seseorang untuk   memperoleh  keuntungan,  yang  
berada di Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung 
Kabupaten Maros. 
c) Persepsi masyarakat adalah tanggapan yang diberikan oleh masyarakat 
mengenai keberadaan peternakan sapi potong yang ada di Dusun Pakalli 
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Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Pengukuran 
menggunakan skala Likert dengan kategori terganggu (3), cukup 
terganggu (2) dan tidak terganggu (1). 
d) Bau adalah aroma tidak sedap yang berasal dari peternakan sapi potong 
tersebut. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan kategori 
terganggu (3), cukup terganggu (2) dan tidak terganggu (1). 
e) Limbah adalah kotoran yang berasal dari peternakan sapi potong yang 
tidak bagus untuk dilihat. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan  
kategori terganggu (3), cukup terganggu (2) dan tidak terganggu (1). 
f) Perda yang mengatur tentang limbah diatur dalam Pasal 2 yaitu 
pemeliharaan ternak harus dapat diurus dan diawasi oleh pemiliknya agar 
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan keselamatan ternak. 
g) Perda yang mengatur tentang pengembalaan ternak diatur dalam pasal 3 
ayat (1) dan ayat (2) yaitu pemilik ternak harus menyediakan kandang 
yang memenuhi persyaratan. 
h) Undang-Undang gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah Undang-Undang 
yang mengatur mengenai kegiatan pemeliharaan ternak agar tidak 
mengganggu ketertiban umum. 
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BAB IV 
  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1. Letak Wilayah 
  Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Sulawesi 
Selatan antara 40045’-50007’ Lintang Selatan dan 1090205’-129012’  Bujur Timur 
yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa disebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat 
Makassar disebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km2 yang 
secara administrasi pemerintahnya terdiri dari 14 kecamatan dan 103 
Desa/Kelurahan (BPS, 2012). 
 Dusun Pakalli yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu 
Dusun yang terdapat di Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung, dengan batas-
batas administratif sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Dusun 
Baramamase, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Tanatakko, Sebelah Barat 
berbatasan dengan Kelurahan Boribellayya Kecamatan Turikale, Sebelah Timur 
berbatasan dengan Dusun Gollae. 
 Usaha Sapi Potong UD.Rahma ini terletak di tepi jalan raya yang 
Menghubungkan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Batas-Batas lokasi UD. 
Rahma di Dusun Pakalli adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya, 
pemukiman dan lahan pertanian, Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman 
penduduk, Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan pertanian dan pemukiman 
pendududuk, Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 
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4.2. Keadaan Geografis dan Iklim 
 Desa Alatengae berada pada ketinggian tanah 500 meter dari permukaan 
laut, dengan bentuk geografis yang berupa dataran yang berbukit, daerah dataran 
ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang berada pada daerah pegunungan. 
Mayoritas lahan yang ada di Dusun Pakalli adalah lahan pertanian yang cukup 
subur. 
 Keadaan iklim lokasi penelitian adalah tropis basah seperti Umumnya 
iklim regional Sulawesi Selatan dengan curah hujan rata-rata 331,9 mm 
setiapbulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 183 hari selama tahun 2011, 
dengan suhu udara minimum 69,70C dan rata-rata suhu udara maksimum 89,30C. 
4.3. Keadaan Demografi 
 Luas Desa Alatengae 45,47 Km2, dengan jumlah penduduk 4.298 jiwa 
dengan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.262 jiwa dan penduduk laki-laki 
berjumlah 2.036 jiwa yang terdiri dari 956 rumah tangga sebanyak dan tersebar di 
6 RW dan 24 RT. Dengan tingkat kepadatan penduduk 95 jiwa/Km2 (BPS, 2010). 
Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros umumnya dihuni oleh 
suku Makassar  dan bugis yang merupakan penduduk asli dan pendatang. 
4.4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 Penduduk Desa Alatengae pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi. Dalam hal ini, bisa menunjukkan bahwa penduduk Desa Alatengae sadar 
akan pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan mereka. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa   
  Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, 2012 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persen (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
Belum Sekolah 
Tidak Pernah Sekolah 
Tidak Tamat SD 
Tamat SD 
SLTP 
SLTA 
D1-D3 
Sarjana 
202 
174 
92 
668 
1.483 
1.252 
145 
282 
4,69 
4,04 
2,14 
15,54 
34,5 
29,12 
3,37 
6,56 
Jumlah 4.298 100 
     Sumber  : Data Sekunder Desa Alatengae, 2012 
 Pendidikan penduduk Desa Alatengae jika digolongkan menjadi dua 
kategori, yaitu tingkat pendidikan rendah SD ke bawah 468 jiwa (26,43 %), dan 
berpendidikan tinggi SLTP ke atas 3.162 jiwa (73,56 %), maka penduduk Desa 
Alatengae termasuk ke golongan tingkat berpendidikan tinggi. Data diatas juga 
menunjukkan bahwa dari jumlah 4.298 penduduk Desa Alatengae hanya 174 jiwa 
saja yang tidak pernah sekolah atau masuk ke dalam kategori yang tidak 
mempunyai pendidikan, dan 202 jiwa yang belum termasuk usia sekolah. 
4.5. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 
Tingkat perekonomian penduduk suatu daerah diindikasikan oleh mata 
pencaharian yang dimiliki penduduk setempat. Untuk mengetahui lebih jelasnya 
mengenai jenis pekerjaan penduduk Desa Alatengae dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Desa Alatengae      
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, 2012 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persen (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Petani 
Peternak 
Pegawai Negeri/TNI 
Buruh/Swasta 
Pedagang 
Sopir 
Pengusaha 
485 
65 
257 
271 
56 
42 
59 
39,27 
5,26 
20,80 
21,94 
4,53 
3,40 
4,77 
Jumlah 1.235 100 
     Sumber : Data Sekunder Desa Altengae, 2012 
 Tabel 3 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja berjumlah 1.235 
orang, dan petani merupakan pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh 
masyarakat Desa Alatengae yaitu sebesar 39,27 %. Sementara jumlah penduduk 
Desa Alatengae berjumlah 4.298 jiwa, ratio antara orang bekerja dengan yang 
tidak bekerja adalah 3,4 sehingga setiap orang bekerja menanggung 3 - 4 orang 
yang belum kerja. 
 Pekerjaan penduduk Desa Alatengae mayoritas adalah bertani dan 
beberapa yang beternak, hal tersebut memungkinkan karena didukung oleh lahan 
sawah yang luas. Pada umumnya petani yang ada di Desa Alatengae cukup 
makmur dengan indikator kepemilikan tanah pada umumnya dimiliki secara 
pribadi. 
4.6. Sarana dan Prasarana 
 Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan umum kepada 
masyarakat Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros antara 
lain : sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana keagamaan, dan fasilitas 
perekonomian. Sarana pendidikan terdiri dari : 2 unit TK, 3 unit SD/sederajat. 
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Prasarana kesehatan terdiri dari 2 unit posyandu. Prasarana terdiri dari 8 mesjid. 
Kelembagaan perekonomian yang ada di Desa Alatengae, yaitu 1 unit koperasi, 3 
unit industri mebel, 6 warung makan, 8 kios kelontong, 4 unit bengkel, 1 unit 
pasar, dan 3 unit peternakan. 
4.7. Pola Pemukiman 
 Berdasarkan pembagian wilayah pemukiman dalam Rencana Umum Tata 
Ruang, maka lokasi Desa Alatengae termasuk daerah pemukiman yang 
merupakan desa yang terletak cukup dekat dari Ibu Kota Kabupaten Maros dan 
masih memiliki banyak lahan kosong, sehingga lahan untuk pemukiman dan 
sarana pelayanan lainnya masih memungkinkan untuk dibangun. 
 Penduduk Desa Alatengae berjumlah 2.262 jiwa yang mendiami lahan 
seluas 45,47 km2. Tingkat kepadatan penduduk Desa Alatengae tidak terlalu 
padat. Pola pemukiman mayoritas berada di pinggir jalan raya yang 
menghubungkan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, adapun bentuk 
pemukimannya teratur atau tertata dengan baik, dan kepadatan penduduk terlihat 
merata. Sedangkan untuk tingkat kepadatan bangunan di Desa Alatengae 
termasuk kepadatan sedang, dengan penggunaan lahan untuk lokasi pemukiman 
yang tertata di sepanjang jalanan utama dan terdapat area persawahan . Jalanan 
yang tersedia merupakan jalan utama yang sangat berperan dalam perekonomian 
Desa Alatengae. 
 Adapun jenis bangunan rumah yang ditempati oleh penduduk di Desa 
Alatengae terbagi dalam dua jenis yaitu : Rumah Permanen, Rumah Semi 
Permanen seperti pada Tabel 4. 
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 Tabel 4. Jumlah dan Jenis Rumah Penduduk di Desa Alatengae  
               Kecamatan Bantimurung kabupaten maros, 2012 
 
No Jenis Rumah Jumlah Presentase (%) 
1. 
2. 
Permanen 
Rumah Semi Permanen 
698 
258 
73,01 
26,98 
Jumlah 956 100 
      Sumber : Data Sekunder Desa Alatengae, 2012 
Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah penduduk desa 
Alatengae merupakan rumah permanen (73,01 %). Total pemukiman yang 
berbatasan langsung dengan usaha sapi potong UD. Rahma yaitu 74 rumah. 
Berdasarkan data jenis rumah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat di Desa Alatengae sudah cukup tinggi. Tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang tinggi ini didukung oleh sektor pertanian yang baik. Masyarakat 
alatengae yang mayoritas sebagai petani bisa memanfaatkan lahan pertanian yang 
tersedia karena sebagian besar lahan yang dikelola merupakan lahan milik pribadi. 
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BAB V 
KEADAAN UMUM RESPONDEN 
5.1. Umur dan Tingkat Pendidikan 
 Umur dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
persepsi masyarakat dalam menanggapi keberadaan usaha sapi potong UD. 
Rahma karena mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda dan beragam 
dalam menentukan sikap dan menilai keberadaan peternakan ini, apakah dari segi 
manfaat positif maupun manfaat negatif yang diberikan. Tentu saja dengan 
pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat tentu mempunyai persepsi yang luas 
dalam menilai keberadaan usaha sapi potong ini. 
5.1.1  Umur 
Untuk mengetahui tingkat umur responden, maka dapat diklasifikasikan 
dalam beberapa kelompok umur yang dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur Di Dusun Pakalli Desa 
Alatengae 
 
No Umur (Tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 
2 
3 
25-35 
36-45 
45-56 
12 
8 
19 
30,76% 
20,51% 
48,71% 
Jumlah 39 100% 
      Sumber : Olahan Data Primer, (2013) 
 Dari Tabel 5 tersebut, maka dapat dilihat rata-rata umur responden adalah 
39 tahun dengan kisaran umur 25-35 tahun sebanyak 12 orang (30,76%), 36-45 
tahun sebanyak 8 orang (20,51%) dan 45-56 tahun sebanyak 19 orang (48,71%). 
Dilihat dari kisaran umur responden, dapat disimpulkan bahwa responden secara 
umum berada pada usia produktif karena responden berada pada kisaran umur 25 
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– 56 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnia (2010 dalam Nurtang 2011) 
bahwa kisaran unur produktif adalah 15 – 64 Tahun. 
5.1.2 Tingkat Pendidikan 
Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, maka dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok umur yang dapat dilihat pada Tabel 6 
Tabel 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Dusun 
Pakalli Desa Altengae 
 
Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 
SD 
SLTP/SMP 
SLTA/SMA 
PT 
7 
15 
11 
6 
17,94% 
38,46% 
28,20% 
15,38% 
Jumlah 39 100% 
      Sumber : Olahan Data Primer, (2013) 
 Dari Tabel 6, menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan 
SLTP/SMP yaitu 15 orang (38,46%) dan paling sedikit yang berpendidikan 
sarjana yaitu hanya 6 orang (15,38%). Umumnya yang berpendidikan SLTA 
kebawah bekerja di UD. Rahma, sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah 
pengusaha dan pegawai swasta maupun pegawai negeri. 
5.2 Lama Bermukim 
 Lamanya bermukim penduduk disekitar Usaha sapi potong UD.Rahma 
seperti yang di tunjukkan Tabel 7. 
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Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Menetap Didusun 
Pakalli Desa Alatengae 
 
Lamanya Menetap Jumlah (orang) Persentase (%) 
4 – 11 Tahun 
12 – 18 Tahun 
19 – 25  Tahun 
26 
8 
5 
66,66% 
20,51% 
12,82% 
Jumlah 39 100 
Sumber : Olahan Data Primer,( 2013) 
 Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa ada 26 orang atau 66,66 % masyarakat  
yang menetap belum terlalu lama yaitu sekitar 4-11 tahun, sedangkan sisanya 
yaitu  33,33 % telah lama bermukim di sekitar usaha sapi potong UD. Rahma 
yaitu sekitar 12- 25 tahun. Penduduk yang berada di sekitar UD. Rahma rata-rata 
sudah lama bermukim di sekitar usaha sapi potong ini, dan kebanyakan dari 
responden yang berada di sekitarnya memiliki hubungan kekerabatan dengan 
pemilik UD. Rahma. Namun demikian walaupun masih mempunyai hubungan 
kekerabatan dengan pemilik usaha sapi potong UD. Rahma, masyarakat tersebut 
tetap mempunyai keluhan- keluhan dari pengolahan limbah pada peternakan sapi 
potong tersebut. 
Adanya hubungan kekerabatan menguntungkan masyarakat sekitar karena 
mereka dilibatkan dalam usaha peternakan ini sebagai tenaga kerja. Walaupun 
mayoritas penduduk sekitar peternakan tersebut adalah petani, tetapi mereka  
merangkap sebagai tenaga kerja di peternakan tersebut, selain untuk mendapatkan 
pengalaman beternak mereka mendapatkan penghasilan dari bekerja di UD. 
Rahma. 
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5.3 Mata Pencaharian 
 Untuk mengetahui mata pencaharian responden, maka dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok umur yang dapat dilihat pada Tabel 8. 
Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian Di Dusun 
Pakalli Desa Alatengae 
 
Pekerjaan Utama Jumlah (orang) Persentase 
PNS 
Supir 
Pengusaha/Swasta 
Pedagang 
Peternak/Petani 
1 
4 
6 
1 
27 
2,56 % 
10,23% 
15,38% 
2,56% 
69,23% 
Jumlah 39 100% 
      Sumber : Olahan Data Primer, 2013  
Berdasarkan Tabel 8, penduduk di dusun Pakalli mata pencahariannya 
sangat beragam seperti PNS, supir, pengusaha/swasta, dan petani/peternak.  
Mayoritas mata pencaharian responden adalah peternak/petani yaitu sebanyak 27 
orang (69,23%). Dapat dilihat bahwa secara umum responden bekerja sebagai 
petani yang merangkap sebagai tenaga kerja di usaha sapi potong UD. Rahma. 
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BAB VI 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
6.1.  Kondisi Umum Usaha Sapi Potong UD. Rahma 
6.1. 1. Sejarah Perkembangan 
 Usaha sapi potong UD.Rahma di Desa Alatengae mulai berdiri sejak tahun 
1990-an sampai sekarang  dengan luas lahan 100-150 are . Usaha peternakan UD. 
Rahma  pada awalnya hanya berskala kecil dan hanya digembalakan di sekitar 
persawahan warga. Usaha ini terus berkembang maka pemilik kemudian mulai 
membangun kandang  yang cukup besar untuk menampung ternaknya.  
Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yaitu pada pasal 29 Ayat (4) bahwa peternak, perusahaan 
peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha 
tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak 
mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
menteri. Kegiatan yang “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan 
budidaya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau 
kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus 
memenuhi ketentuan undang-undang gangguan (Hinder Ordonnantie). Perda No. 
12 Tahun 2010 mengatur mengenai pemeliharaan ternak yaitu pada pasal 3 Ayat 
(1) bahwa pemilik ternak diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya 
pada tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan secara bebas berkeliaran dan 
tidak mengganggu kepentingan ketertiban umum dan pada ayat (2) yaitu setiap 
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pemilik ternak wajib menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan 
dan ketertiban ternak.   
Usaha peternakan UD. Rahma yang berada di pinggiran jalan raya dan 
bersinggungan dengan pemukiman menimbulkan dampak langsung yang 
dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan 
rumah penduduk membuat peternakan ini semakin dipadati oleh penduduk yang 
akan merasakan dampaknya.  
Lokasi awal dirintisnya UD. Rahma bukan berada di dusun Pakalli, namun 
seiring dengan perkembangan usaha, maka didirikanlah kandang yang berlokasi 
ditepi jalan raya. Kandang yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan 
kandang ternaknya, sehingga pemilik peternakan membuat kandang tambahan 
yang berada di dekat kandang utama dan diberi pagar menggunakan bambu. 
Kondisi ini berlangsung sampai sekarang.  
6.1.2. Kondisi Usaha Sapi Potong UD. Rahma 
Menurut Anonim (2012), Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal 
dengan usaha dagang (UD), merupakan bentuk usaha yang paling sederhana 
karena pengusahanya hanya satu orang, yang di maksud dalam pengusaha disini 
adalah orang yang memiliki perusahaan. Usaha sapi potong UD.Rahma 
merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Sistem pengelolaannya 
dilakukan dengan cara kekeluargaan, dimana UD. Rahma ini dikelola dan 
mempekerjakan penduduk sekitarnya yang tidak lain memiliki hubungan 
kekeluargaan dengan pemilik usaha ini.  
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Tenaga kerja yang dipekerjakan UD. Rahma adalah 20 orang yang 
masing- masing bertugas sebagai pekerja harian yang mengelola kandang baik itu 
membersihkan kandang maupun mengawasi ternak dan memberi pakan untuk 
ternak. Para pekerja ini sebagian ditugaskan untuk menggembalakan ternak ini di 
lahan persawahan warga yang cukup merugikan masyarakat pemilik sawah 
tersebut karena pekerja yang ditugaskan terkadang lalai, akibatnya ternak 
berpotensi merusak sawah warga. 
 Ternak yang ada di UD. Rahma terdiri dari ternak sapi potong yang selain 
dikembangkan sendiri, juga berasal dari luar daerah Maros. Selain mengelola 
usaha sapi potong, UD. Rahma juga mempunyai usaha ternak kerbau yang di 
ternakkan di luar kabupaten Maros. Ternak sapi potong akan di datangkan dalam 
jumlah banyak pada saat perayaan hari raya seperti hari raya Idul Adha. Proses 
pembelian dapat dilakukan secara langsung di UD. Rahma dan juga dapat 
dilakukan dengan pemesanan. Selain melakukan penjualan ternak sapi, pemilik 
tidak lupa memenuhi tanggung jawabnya terhadap penduduk di sekitarnya. Pada 
setiap perayaan Idul Adha, pemilik tidak lupa membagikan hewan qurbannya 
kepada semua masyarakat sekitarnya tanpa terkecuali. Hal inilah yang menjadi 
salah satu alasan masyarakat bahwa keberadaan UD. Rahma tidak merugikan 
karena mereka cukup merasakan dampak positif dengan adanya bentuk 
kepedulian UD. Rahma walaupun tidak lepas dari adanya dampak negatif yang 
ditimbulkan.  
 Pada kegiatan pemeliharaan ternak tentu saja tidak terlepas dari kotoran 
hewan yang diternakkan. Kotoran yang dihasilkan akan sangat mengganggu bila 
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tidak ditangani dengan baik. Penanganan yang baik dapat dilakukan dengan 
mengolah limbah yang dihasilkan menjadi kompos dan hasil pembuatan kompos 
ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi peternak maupun bagi masyarakat yang 
bermukim disana dan dapat menyelamatkan lingkungan dari pencemaran limbah 
sapi potong tersebut. 
Proses sanitasi kandang dari limbah kotoran sapi potong ini membutuhkan 
air yang banyak. Proses ini akan menambah jumlah hasil buangan peternakan ini. 
Sistem drainase sangat berpengaruh pada pengolahan limbah agar tidak 
mencemari lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi dilapangan sistem drainase 
yang ada kurang memenuhi standar karena langsung di alirkan ke sungai tanpa 
pengolahan lebih lanjut. 
Air merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam 
berlangsungnya sebuah peternakan karena air mempunyai kegunaan yang banyak. 
Air digunakan untuk membersihkan kandang ternak, peralatan ternak dan ternak 
itu sendiri. Penggunaan air yang bersih akan menciptakan kondisi peternakan 
yang sehat dan bersih. Air yang digunakan pada peternakan ini berasal dari 
saluran pengairan yang ada di dekat kandang dan mengalir di sekitar pemukiman 
penduduk. Untuk mengalirkan airnya, digunakan pompa penghisap yang 
kemudian digunakan untuk membersihkan ternak dan kandangnya. Dari hasil 
observasi yang dilakukan, air yang digunakan pada peternakan ini sudah tergolong 
bersih dan baik untuk digunakan. 
 Limbah air hasil dari proses membersihkan kandang ini kemudian 
dialirkan ke sungai melalui saluran yang telah di buat di peternakan tersebut. 
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Perlakuan pembuangan seperti ini akan menimbulkan pencemaran sehingga 
mengakibatkan sumber-sumber air warga sekitar menjadi terkontaminasi dan 
kurang sehat untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga masyarakat. 
 Idealnya, jarak kandang sapi potong yang baik adalah sekitar 250 meter 
dari pemukiman penduduk agar tidak mengganggu masyarakat yang bermukim di 
sekitar peternakan tersebut. Namun pada kenyataannya, peternakan ini 
bersinggungan langsung dengan rumah penduduk dan sangat berpotensi 
menimbulkan keresahan dari segi pengolahan limbah maupun aktifitas dari ternak 
itu sendiri. 
Posisi kandang yang berada sangat dekat dengan sumber air menimbulkan 
dampak pada sumber air yang berada di sekitar kandang karena limbah kotoran 
ternak sebagian dialirkan ke sungai. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, 
air sumur yang mereka gunakan kadang menimbulkan bau akibat adanya 
pembuangan limbah ke aliran sungai. Akan tetapi, masyarakat yang bermukim 
disekitar peternakan tersebut tidak terlalu merasa terganggu dengan keberadaan 
UD. Rahma ini. 
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6.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 
Oleh UD. Rahma  
Pelaksanaan Perda No.12 Pasal 3 Tahun 2010 Oleh UD. Rahma 
Persepsi   merupakan   pengalaman   mengenai   objek,   peristiwa,   atau   
hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan yang 
melibatkan sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi dan memori (Rakhmat, 2005).  
Peraturan daerah (Perda) dibuat untuk mengatur hal-hal yang berhubungan 
dengan pengelolaan suatu daerah agar daerah tersebut bisa tertata dengan baik dan 
tertib. Dalam setiap pelaksanaan Perda, diperlukan adanya keterbukaan bagi 
masyarakat baik itu akademisi, praktisi untuk berpatisipasi dalam proses 
perencanaan, persiapan, penyusunan, untuk memberikan masukan atau saran 
pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diperlukan adanya pengawasan 
dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti untuk 
melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi 
peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dengan peraturan daerah lainnya. 
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Maros ingin menerapkan Peraturan 
Daerah No.12 Tahun 2010 mengenai ketentuan pemeliharaan ternak yang 
didalamnya terdapat tentang tata cara pemeliharaan, pengembangbiakan, dan 
pengendalian hewan ternak. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda ini 
oleh usaha sapi potong UD. Rahma dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No.12 Pasal 3 
tahun 2010 
 
No Kategori Frekuensi 
(f) 
Bobot 
Nilai 
Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
Tinggi/ Setuju 
Sedang/ Cukup Setuju 
Rendah/Tidak Setuju 
19 
17 
3 
3 
2 
1 
57 
34 
3 
60,63 
36,17 
3,19 
 
Jumlah 39  94 100 
Sumber : Olahan Data Primer, 2013 
Tabel 9 menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 19 responden 
(60,63%) yang berada pada persepsi setuju. Tingginya persepsi positif masyarakat 
maka dapat dilihat bahwa keberadaan usaha sapi potong UD. Rahma tidak terlalu 
mengganggu masyarakat yang bermukim di sekitarnya karena mereka sudah 
terbiasa dengan adanya peternakan tersebut.  Hal ini berarti sebagian besar 
masyarakat merasa bahwa Perda No. 12 Tahun 2010 yaitu pada pasal 3 Ayat (1) 
bahwa pemilik ternak diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya pada 
tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan secara bebas berkeliaran dan tidak 
mengganggu kepentingan ketertiban umum dan pada ayat (2) yaitu setiap pemilik 
ternak wajib menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan dan 
ketertiban ternak telah dilaksanakan oleh UD. Rahma. Walaupun demikian masih 
ada masyarakat yang merasa bahwa penerapan perda ini masih kurang 
dilaksanakan oleh UD. Rahma. 
Untuk melihat tingkat persepsi masyarakat terhadap keberadaan UD. 
Rahma secara totalitas (100%), maka secara kontinum melalui bobot nilai 
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tertinggi dan terendah yang dikalikan dengan jumlah responden, dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
Bobot Nilai Tertinggi = 3 x 39 = 117 
Bobot Nilai Terendah = 1 x 39 = 39 
 0 39 78   94 117 
  
                           Rendah              Sedang                 Tinggi  
Gambar 1: Skala kontinum terhadap keberadaan UD. Rahma 
Berdasarkan skala kontinum tersebut diatas terlihat bahwa secara totalitas 
responden (100%) berada pada tingkat persepsi yang tinggi terhadap pelaksanaan 
Perda No.12 Pasal 3 Tahun 2010 oleh UD. Rahma.  
 Sementara itu, limbah yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari 
lingkungan di sekitar UD. Rahma. Limbah yang yang dihasilkan ini berpotensi 
menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat baik itu persepsi positif maupun 
negatif dari pengelolaan limbah dari UD. Rahma tersebut. 
Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah dari UD. Rahma dapat 
ditunjukkan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah dari Usaha Sapi     
Potong UD. Rahma 
 
No Kategori 
Frekuensi 
(f) 
Bobot 
Nilai 
Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
Tinggi/Tidak Terganggu 
Sedang/ Cukup Terganggu 
Rendah/Sangat Terganggu 
13 
21 
5 
3 
2 
1 
26 
42 
5 
35,61 
57,53 
6,84 
 Jumlah 39  73 100 
       Sumber : Olahan Data Primer, 2013  
Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu 21 
responden (57,53%) yang berada pada tingkat persepsi yang sedang (cukup 
terganggu). Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat merasa sumber-
sumber air mereka cukup tercemar dari pembuangan limbah UD. Rahma ini. 
Namun, keadaan seperti ini tidak perlu terjadi apabila limbah dari peternakan ini 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa bernilai ekonomis. Hal ini berbeda 
dengan penelitian Mawa’da (2012) mengenai persepsi masyarakat terhadap 
keberadaan peternakan babi bahwa masyarakat tidak terganggu terhadap 
keberadaan peternakan babi dengan adanya pengolahan limbah, karena limbah 
tersebut disiram di saluran pembuangan dan ada yang dijadikan pupuk, sehingga 
hanya warga yg berjarak 50 meter saja yang terkena dampaknya. 
Menurut Sudarma (2011), limbah ternak adalah suatu sumber daya yang 
bila tak dimanfaatkan dengan baik, dapat menimbulkan masalah bagi peternak itu 
sendiri maupun terhadap lingkungan. Semua limbah peternakan adalah bahan 
yang dapat diperbaharui (renewable), tak akan habis selama ternak ada. Bila 
limbah peternakan tidak dikelola dengan baik akan mencemari atau memperburuk 
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kondisi lingkungan setempat. Pada kenyataannya, masyarakat disana sudah 
terbiasa dengan keadaan tersebut dan mereka tidak terlalu keberatan dengan 
dampak tersebut dan mereka juga tidak pernah mengeluh kepada pemilik 
peternakan tersebut karena mereka marasa cukup diuntungkan. Masyarakat disana 
cukup terbantu dengan adanya peternakan ini karena banyak terbuka lapangan 
pekerjaan. 
Untuk melihat persepsi masyarakat terhadap limbah usaha sapi potong 
UD. Rahma secara totalitas (100%), maka secara kontinum melalui bobot nilai 
tertinggi dan terendah yang dikalikan dengan jumlah responden dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
Bobot Nilai Tertinggi = 3 x 39 =117 
Bobot Nilai Terendah = 1 x 39 = 39 
 0  39            73   78                       117 
  
                           Rendah              Sedang                 Tinggi  
Gambar 2 : Skala kontinum terhadap limbah UD. Rahma 
Berdasarkan skala kontinum terlihat bahwa secara totalitas responden (100 
%) berada pada tingkat persepsi yang sedang (cukup terganggu) terhadap limbah 
dari usaha sapi potong UD. Rahma.  
Usaha peternakan UD. Rahma ini cukup berpengaruh terhadap masyarakat 
sekitar baik itu dari aspek sosial maupun dari aspek ekonomi. Dari aspek sosial, 
UD. Rahma selalu memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam setiap 
perayaan hari raya islam terutama perayaan idul adha dengan membagikan hewan 
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qurban kepada semua masyarakat yang bermukim disekitarnya tanpa terkecuali. 
Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan UD. Rahma memberikan dampak positif 
dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya.  
Sebagai hasil rangkuman persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda 
No.12 Tahun 2010 oleh usaha sapi potong UD. Rahma, ditinjau dari aspek 
pelaksanaan perda dan pengelolaan limbah maka hasilnya dapat ditunjukkan pada 
Tabel 11. 
Tabel 11. Rangkuman Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No.12 
Tahun 2010 Oleh Usaha Sapi Potong UD. Rahma Tentang 
Pemeliharaan Ternak. 
 
No Persepsi Masyarakat 
Bobot 
Nilai Persepsi 
Keterangan 
1. 
2. 
Pelaksanaan perda pasal 3 
Limbah 
3 
2 
Tinggi / Setuju 
 
Sedang / Cukup 
Terganggu 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah. 2013 
Tabel 11 menunjukkan bahwa dilihat dari aspek pelaksanaan Perda pasal 3 
ayat 1 dan 2 yaitu pasal 3 Ayat (1) bahwa pemilik ternak diwajibkan mengurus 
dan menggembalakan ternaknya pada tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan 
secara bebas berkeliaran dan tidak mengganggu kepentingan ketertiban umum dan 
pada ayat (2) yaitu setiap pemilik ternak wajib menyediakan kandang tertentu 
yang memenuhi persyaratan dan ketertiban ternak. Masyarakat menyatakan bahwa 
UD. Rahma telah melaksanakan Perda tersebut namun belum terlaksana secara 
maksimal. 
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Dari segi pengolahan limbah, pada pasal 2 yaitu pemeliharaan ternak harus 
dapat diurus dan diawasi oleh pemiliknya agar tidak mengganggu lingkungan 
sekitarnya dan keselamatan ternak. Masyarakat merasa cukup terganggu dari 
pengolahan limbah karena limbah dari UD. Rahma mencemari sumber-sumber air 
yang berada disekitarnya, namun hal ini tidak membuat masyarakat sekitar UD. 
Rahma keberatan dari keberadaan peternakan ini. 
Dilihat dari kedua aspek inilah dapat dikatakan bahwa usaha sapi potong 
ini dianggap oleh masyarakat berdampak positif bagi kehidupan mereka. 
Masyarakat sekitar peternakan tersebut sebagian besarnya adalah bagian dari 
keluarga pemilik UD. Rahma. Selain itu, mereka mendapat keuntungan dari 
keberadaan peternakan tersebut dengan dijadikannya mereka sebagai tenaga kerja 
yang dapat memberikan tambahan penghasilan. Terlepas dari dampak negatif 
yang pastinya juga terjadi, masyarakat bisa menerima adanya UD. Rahma dalam 
lingkungan mereka. 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap limbah kotoran dilihat dari perda 
pasal 2, usaha sapi potong UD. Rahma cukup terganggu. Kemudian dari 
Penerapan Tentang perda No.12 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemeliharaan 
Ternak yaitu pada pasal 3 Ayat (1) dan (2) sudah dilaksanakan oleh usaha sapi 
potong UD. Rahma namun belum terlaksana secara maksimal. 
7.2  Saran 
1. Pengelolaan usaha sapi potong UD. Rahma sebaiknya lebih dibenahi lagi agar 
tidak menimbulkan dampak negatif yang besar pada warga yang bermukim di 
sekitarnya terutama pada pengolahan limbah dan pengawasan penggembalaan 
ternaknya karena walaupun masyarakat tidak terlalu keberatan, tetapi jika 
dibiarkan terus menerus keadaan ini akan menimbulkan dampak yang lebih 
besar. 
2. Dilihat dari keberadaan usaha sapi potong UD. Rahma yang berada tepat di 
pinggiran jalan raya, maka sebaiknya diperlukan pengawasan dari pemerintah 
agar tidak sampai merugikan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.  
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KUISIONER 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.12 
TAHUN 2010 OLEH UD. RAHMA DI KECAMATAN BANTIMURUNG 
KABUPATEN MAROS 
 
 
I. Identitas Responden 
Nama     : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Tingkat Pendidikan : 
Pekerjaan  : 
Lama Bermukim : 
Petunjuk pengisian : 
Mohon kiranya bapak/ibu menjawab pertanyaan di bawah ini dengan 
memberi tanda silang (X) pada jawaban pilihan yang dianggap paling tepat. 
II. Beberapa Pertanyaan yang mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap 
Keberadaan Usaha Sapi potong UD. Rahma 
1. Apakah Bapak/ Ibu merasa terganggu dengan adanya bau yang berasal 
dari usaha sapi potong sapi potong UD. Rahma ini?  
a. Terganggu 
b. Cukup Terganggu 
c. Tidak Terganggu 
2. Apakah Bapak/ Ibu merasa terganggu dari limbah usaha sapi potong sapi 
potong UD. Rahma ini?  
a. Terganggu 
b. Cukup Terganggu 
c. Tidak Terganggu 
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3. Apakah Bapak/ibu terganggu dengan adanya usaha sapi potong UD. 
Rahma ini ? 
a. Terganggu  
b. Cukup terganggu 
c. Tidak terganggu 
4. Apakah Bapak/ibu setuju dengan adanya usaha sapi potong sapi potong 
UD. Rahma? 
a. setuju 
b. Cukup setuju 
c. Tidak setuju 
5. Apakah Bapak/ibu setuju dengan peraturan pelarangan ternak berkeliaran 
di daerah ini dilaksanakan oleh usaha sapi potong UD. Rahma? 
a. Setuju 
b. Cukup setuju 
c. Tidak setuju 
6. Apakah Bapak/ibu terganggu aktifitasnya akibat dari adanya usaha sapi 
potong sapi potong UD. Rahma? 
a. Terganggu  
b. Cukup terganggu 
c. Tidak terganggu 
 
III. Pertanyaan Pendukung  
1.  Apakah Bapak/ibu terlibat dalam tenaga kerja pada usaha sapi potong sapi 
potong UD. Rahma ? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…… 
2. Apakah Bapak/ibu mendapat kompensasi dari usaha sapi potong sapi 
potong UD. Rahma ?(kalau iya, berupa apa) 
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…… 
 
Tanda Tangan Responden 
 
(…………………………..) 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
KETENTUAN PEMELIHARAAN TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAROS  
Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak dan 
meningkatkan pelestarian alam atau lingkungan hidup dalam 
wilayah Kabupaten Maros, maka dipandang perlu untuk mengatur 
dan menertibkan system pemeliharaan ternak;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
ketentuan pemeliharaan hewan dan ternak. 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);   
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);   
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);     
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4383);  
7. Undang-undang Nomoe 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015). 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 302, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);   
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);  
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);  
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07). 
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN   
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MAROSTENTANG 
KETENTUAN PEMELIHARAAN TERNAK.   
  
 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1  
  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   
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1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   
2. Daerah adalah Kabupaten Maros;  
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah;  
4. Bupati adalah Bupati Maros;  
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;  
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD Kabupaten Maros dengan persetujuan bersama Bupati;  
7. Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan, Kelautan 
dan Peternakan Kabupaten Maros; 
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai 
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang 
terkait dengan pertanian;  
9. Ternak Kecil yaitu kambing, domba dan babi  
10. Ternak Besar yaitu kuda, kerbau dan sapi  
11. Kas Daerah adalah KAS Pemerintah Kabupaten Maros.  
 
 
 
  BAB II    
PEMELIHARAAN  PENGEMBANGBIAKAN,  PENGENDALIAN   
DAN PENYETORAN 
 
Pasal 2   
Pemeliharaan ternak harus dapat diurus dan diawasi oleh pemiliknya agar 
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan keselamatan ternak.   
 
Pasal  3   
(1) Pemilik ternak diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya pada 
tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan secara bebas bekeliaran dan tidak 
mengganggu kepentingan ketertiban umum.  
(2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan kandang tertentu yang memenuhi 
persyaratan kesehatan dan ketertiban ternak.   
Pasal 4     
(1) Ternak yang mati karena diduga mengidap penyakit harus dilaporkan pada 
petugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kecamatan setempat.  
(2) Ternak mati tidak boleh dibuang disembarang tempat, disembelih dan 
diperjual belikan melainkan harus ditanam.   
Pasal 5      
Pengembangbiakan ternak harus disesuaikan kemampuan pemeliharaan, 
pengembalaan, pengandangan dan Penyediaan perumputan pakan ternak.  
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Pasal  6   
(1) Setiap rumah tangga hanya diperkenankan memelihara sebanyak-banyaknya 5 
(lima) ekor ternak besar dan 20 (dua puluh) ekor ternak kecil apabila 
dilakukan dengan sistem pengembalaan.  
(2) Apabila pemeliharaan lebih dari ketentuan ayat (1) maka harus dilakukan 
dengan system mini ranch atau ranch.  
Pasal 7   
Ternak yang berkeliaran secara bebas dianggap ternak liar dan dapat 
ditangkap oleh Pemerintah Daerah.  
Pasal 8   
Ternak yang ditangkap akan ditampung dirumah tahanan ternak atau suatu 
tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Bupati Maros.  
Pasal 9   
(1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan 
Daerah ini, dikenakan biaya pemeliharaan setiap ekor perhari masing-masing: 
  
- Ternak kecil (kambing,domba dan babi) Rp. 50.000,- setiap ekor perhari   
- Ternak besar (kuda,kerbau,sapi) Rp.150.000,- setiap ekor perhari  
(2) Ternak yang ditangkap segera diumumkan kepada masyarakat dan apabila 
selama 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka pemilik ternak 
tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
(3) Semua penerimaan harus disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Pasal 10  
(1) Pemilik Ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau 
menjadi penularan disekitarnya, berkewajiban segera melaporkan kepada 
petugas Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kecamatan setempat;   
(2) Setiap terjadi mutasi pemilik ternak, seperti transaksi jual beli, pemotongan, 
penukaran, kematian dan kelahiran, para pemilik ternak tersebut diharuskan 
melaporkan kepada Pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah).   
 
               BAB III    
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 11   
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2, 3 ,4, dan 
10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 
8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
(2) Pelanggaran khusus pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau hukuman 
denda setinggi-tingginya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
(3) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 
Pelanggaran .  
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    BAB IV   
P E N Y I D I K A N 
Pasal 12     
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak 
pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 
11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang 
pengangkatannya telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.   
Pasal 13  
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini berwewenang :   
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana.  
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan.  
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka.  
d. Melakukan penyitaan benda atau surat.   
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.   
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi.   
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan  perkara.  
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan 
hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.   
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:   
a. Pemeriksaan Perkara.   
b. Pemasukan Rumah.   
c. Penyitaan Benda.   
d. Pemeriksaan Surat.   
e. Pemeriksaan Saksi.   
f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan 
Negeri melalui Penyidik POLRI.   
 
 
BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 14   
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur 
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kemudian dalam Peraturan Bupati Maros sepanjang mengenai 
pelaksanaannya.   
Pasal 15   
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 
1990 tentang Ketentuan Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Daerah 
Tingkat II Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   
Pasal 16   
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.   
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros.   
 
 
 
 
 
Ditetapkan di : Maros  
pada tanggal : 22 Nopember 2010 BUPATI MAROS  
H.M. HATTA RAHMAN Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 22 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH  
Ir.H.BAHARUDDIN,MM Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19600909 198603 1 029  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 12 
NOMOR : 12 Tahun 2010 
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Lampiran . Tabulasi Data Hasil Kuisioner di Dusun Pakalli Desa Alatengae 
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 
No Nama Responden 
Persepsi Masyarakat 
Keberadaan 
(Berdasarkan Perda) Limbah 
1 Sirajuddin 3 3 
2 Sadolla 3 2 
3 H. Nunding 2 3 
4 H. Hakim 3 2 
5 H. Amin  2 3 
6 Jalaluddin  3 2 
7 H. Ressake 2 2 
8 Mahar  2 2 
9 H. Tajuddin 2 2 
10 H.Takim 3 3 
11 H. Haseng 3 3 
12 Beddu Rahim 2 2 
13 Bahar 3 3 
14 Mustakim 1 2 
15 Sirajuddin 3 1 
16 H. Hafid 3 3 
17 Mustari 2 1 
18 Nurdin 2 2 
19 H. Musa 3 1 
20 H. Na’ga 2 3 
21 Haruna 2 2 
22 A. Hamid 3 3 
23 Rahman 3 1 
24 Nuru. S 3 3 
25 Abd. Rasyid 2 3 
26 Mammi 2 2 
27 Olleng 2 2 
28 Asri 2 2 
29 H. Usman 3 2 
30 Tahir 3 2 
31 H. Hama 1 1 
32 Borahima 2 2 
33 Umar Rewa 3 2 
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34 Hamzah Wawo 3 2 
35 Dg. Rapi 2 3 
36 Alimuddin 2 2 
37 Kaseng 3 3 
38 Hatta 1 2 
39 Abbas 3 2 
Jumlah 94 86 
Rata-rata 2,4 2,2 
 
 
Ketererangan : 
 
3 = Tidak Terganggu 
2 = Cukup Terganggu 
1 = SangatTerganggu 
  
Lampiran . Identitas Responden di Dusun Pakalli Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 
No Nama Responden Umur Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Lama Bermukim Pekerjaan 
1 Sirajuddin 37 Laki- laki SLTP/SMP 8 Supir 
2 Sadolla 44 Laki- laki SMA/SLTA 18 Wiraswasta 
3 H. Nunding 56 Laki- laki SD 16 Pedagang 
4 H. Hakim 48 Laki- laki SLTP/SMP 10 Wiraswasta 
5 H. Amin  51 Laki- laki SD 8 Petani 
6 Jalaluddin  38 Laki- laki PT 5 Karyawan 
7 H. Ressake 41 Laki- laki SD 9 Petani 
8 Mahar  29 Laki- laki PT 4 Wiraswasta  
9 H. Tajuddin 49 Laki- laki SLTP/SMP 15 Peternak  
10 H.Takim 46 Laki- laki PT 10 Wiraswasta  
11 H. Haseng 55 Laki- laki SMA/SLTA 9 Petani 
12 Beddu Rahim 54 Laki- laki SD 21 Petani 
13 Bahar 39 Laki- laki SD 5 Supir  
14 Mustakim 28 Laki- laki SMA/SLTA 9 Supir  
15 Sirajuddin 43 Laki- laki PT 10 Wiraswasta  
16 H. Hafid 46 Laki- laki SMA/SLTA 19 Peternak  
17 Mustari 37 Laki- laki SLTP/SMP 5 Petani 
18 Nurdin 25 Laki- laki SMA/SLTA 7 Petani 
19 H. Musa 48 Laki- laki SLTP/SMP 14 Supir  
20 H. Na’ga 52 Laki- laki SD 9 Petani 
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21 Haruna 29 Laki- laki SMA/SLTA 4 Petani 
22 A.Hamid 33 Laki- laki SLTP/SMP 5 Petani 
23 Rahman 26 Laki- laki SMA/SLTA 8 Petani 
24 Nuru. S 28 Laki- laki SMA/SLTA 6 Petani 
25 Abd. Rasyid 41 Laki- laki SLTP/SMP 18 Petani 
26 Mammi 35 Laki- laki SMA/SLTA 12 Petani 
27 Olleng 40 Laki- laki SD 8 Petani 
28 Asri 25 Laki- laki SMA/SLTA 4 Petani 
29 H. Usman 50 Laki- laki PT 6 Wiraswasta 
30 Tahir 27 Laki- laki SMA/SLTA 4 Petani 
31 H. Hama 49 Laki- laki SLTP/SMP 25 Petani 
32 Borahima 34 Laki- laki SMA/SLTA 5 Petani 
33 Umar Rewa 26 Laki- laki SMA/SLTA 9 Petani 
34 Hamzah Wawo 49 Laki- laki SLTP/SMP 19 Petani 
35 Dg. Rapi 42 Laki- laki PT 11 Guru 
36 Alimuddin 36 Laki- laki SMA/SLTA 16 Petani 
37 Kaseng 46 Laki- laki SLTP/SMP 20 Petani 
38 Hatta 32 Laki- laki SLTP/SMP 10 Petani 
39 Abbas 30 Laki- laki SMA/SLTA 15 Petani 
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